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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Minsk, Belarus, pada tanggal 15 September 2011
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani

. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi

Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement

between the Government of the Republic of Indonesia and the

Goverﬁment of the Republic of Belarus on Visa Exemption for

Holders of Diplomatic or Official/ Service Passports), sebagai

hasil perundingan antara - Delegasi-delegasi Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut

dengan Peraturan Presiden;

Mengingat . 1. Pasal 4 ayat (1),dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
" Republik Indogiesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN- PERSETU-
JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN
VISA BAGI' PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR
DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi

Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement

between . . .



iy
%.

PRRAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for
Holders of Diplomatic or Official/ Service Passports) yang' telah
ditandatangani pada tanggal 15 September 2011 di Minsk,
Belarus, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa
Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah

naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ifi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
/{f%z{; KRETARIAT KABINET RI
&,

e §)\Bidang Politik, Hulkum,
%} Keamana
Y/ 4
Y

Bistok Simbolon



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

TENTANG

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut
“Para Pihak”, :

Berhasrat untuk memprorﬁosikan perkembangan lebih jauh dari hubungan bilateral dan
kerja sama yang baik di antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi perjalanan warga negara dari kedua
Neégara yang memegang paspor diplomatik atau dinas,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib
tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
Wilayah Republik Belarus untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga
-puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak-dapat diperpanjang).

Warga Negara Belarus, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib
tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di
wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).




PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELLUAR

Warga negara salah satu Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan persyaratan visa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, berhak memasuki, menetap,
transit, dan meninggatkan wilayah Pihak lainnya melalui pos lintas perbatasan yang
terbuka bagi ialu lintas internasional, dengan syarat bahwa yang bersangkutan mematuhi
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak .

tersebut sehubungan dengan prosedur kedatangan, perjalanan, menetap, dan keluarnya
warga negara asing.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak berhak menolak kedatangan atau -
mengakhiri izin tinggal siapapun yang memperoleh fasilitas pembebasan visa

berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
Para Pihak.

2. Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas
yang masih berlaku, wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan di negara Pihak lainnya selama berada di dalam wilayah Negara Pihak
tersebut.

3. Para Pihak wajib saling memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran
diplomatik sehubungan dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan di negaranya mengenai kedatangan, transit,
menetap, dan keluarnya warga negara asing dari wilayahnya.

PASAL 5
VISA BAGI ANGGOTA MIS) DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang

masih berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah

negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya (anggota keluarga merujuk kepada

suamifistri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak
2




~ bekerja, serta orang tua yang ditanggung) disyaratkan untuk memperoleh visa masuk

yang sah dari misi diplomatik atau konsuler Pihak lainnya sebelum masuk ke wilayah
Pihak lainnya.

PASAL 6
PENUNDAAN

Masing-masing Pihak dapat menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan

atau sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau
kesehatan umum.

Berlakunya maupun berakhirnya aturan sebégaimana tercantum dalam ayat'1 pasal
ini harus diberitahukan dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada Pihak
lainnya terlebih dahulu melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPCR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

Para Pihak wajib saling melakukan pertukaran, melalui saluran diplomatik, contoh
paspor diplomatik dan paspor dinas yang digunakan oleh masing-masing Pihak
dalam jangka waktu 30 (tiga puiuh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini,

sekaligus memberikan informasi sehubungan dengan prosedur pemakaian paspor
dimaksud.

Dalam hal diterbitkannya paspor diplomatik dan paspor dinas yang baru atau
dilakukannya perubahan atas paspor-paspor dimaksud, maka masing-masing Pihak
wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, secara tertulis melalui
saluran diplomatik, sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitan resmi.

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak
hilang atau rusak di wilayah negara Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib
segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di negara
penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik
atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap’ perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
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PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, jika diperlukan, berdasarkan kesepakatan
bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan atau revisi dimaksud mulai berlaku
berdasarkan ketentuan pada ayat 1 Pasal 10 dari Persetujuan ini dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan terakhir secara tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik

yang menegaskan bahwa seluruh persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini
telah dipenuhi.

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang
untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk
mengakhiri Persetujuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan kuasa yang diberikan,
telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Minsk pada tanggal 15 September tahun 2011, dalam dua rangkap asli, masing-
masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan

yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang
beriaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK BELARUS

; Sergei Aleinik
Direktur Jenderal Amenka dan Ergpe Deputi Menteri Luar Negeri




REPUBLIK INDONESIA

- COTJIAUNIEHHAE
mexay HpasurenvsTeom Peeny6nnxu Hrnonesns
u IIpaBurenncreoM Pecaybauxkn Benrapycs
ol oTMeRe BI3 sl BRAJEILUEE

KHIVIOMATHYCCKHX ¥ c.:lyziceﬁﬂmx nacnHopTon

TIpasutenscreo Pecrrybnuxa Unnonesus u [pasurenscreo PecniyGimkn

benapycs, nanee umerRyemele CTOpcHaMn,

PYKOBOJACTBYACH JKE€NaHUEM crocoGCTBOBATL JajbHEHIIEMY Pa3sBHTHIO
JAPYKECTBEHHBIX OTHOUICHHH H COTPYNHAUECTBY MEKIY ABYMS CTPaHaMH,

BBIp@Xad [OTOBHOCIH OCJICTYMTS, 33aMMHBIE [TOE3JKU TpaxlaH,
BIQJICIOUVX  JUIIOMATHUGCKMME M CIyXeGPBIMII  AcnopTaMu, Ha
‘TeppuTopuy rocygapcys CTOpoH,

B COOTBETCTBHM ¢ HEIROHZIIbHEIM 3aKOHOJRTEIBCTBOM CBOMX CTPaH,

,I[OFOBOPHHHCB O HHXKECICAYIOL 2M:

CTATHSA 1
OTMEHA BU3

1. Upaxnane Pecnydimwi MuaoHesns — Baaaeasubl JEHCTBUTEIbHBIX
AALTOMATAYSCKAX M ClIyielUsx  NACIOpIeB  OCROJOKAATCA  OT
HEOOXOLMMOCTH OJYYSHH BHU3 IUTs £5E372, TPAH3HTA KM NpedsiBaHus Ha
TeppuTopuHu Pecnybnuxy Eejsapyce B TEHCHHE NEPKOJAA, HE NPEBBIILAICINErO
30 (TpuanaTH) quel ¢ Aatel Rhe2/1a (e MOKET OriTL MPOJIEH).
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2. Tpaxcaane PecnyOmuky Béfupycs — BRamelnlibl DeHCTBATEIBHBIX
AMMIOMATHYCCKAX ¥ CHYWeBHBIX  MachopIcB  OCBOGONIAIOTCS  OT
HEOGXOAMMOCTH NONyYeHHs BH3 403 BBE3N, TPAHIUTA MIN NPeORIBaHHA Ha
TeppuTOpUN  PecmyGuuiku  Hunouesns B TeueHHE nepuona, He

npessimaomero 30 (Tpuaunatd) xEell ¢ gaTe! Bhke3a (HE MOXKeT GbITh
MpoJIen).

CTATLA 2
CPOX HEHCTBUS [TACITOPTA

Cpox AelicTBYA RHILIOMATHYECKOIO H COYHEGHOrD nacropra rpaxaau

rocynapcts CTopoH noaxeH OLITH e menee 6 (LIECTH) MECSUEB cO IuA

BBE3/a Ha TEPPUTOPHIO roCyAapCTBa Apyrodi CToponk,

CTATDBA 3
YCHOBKMA BBE3A M BBIE3IA

I"pa)mxaﬂé rocyjgapersa onHod CTOPORE!, XOTOphle OCBOGOXIEHB! OT
HEOOXOMUMOCTH TOMY YSHKH BH3H B CODTHETCTEHN € DOMOMKEHIAMA CTaThy 1
HacTosmiero CoriAmienus, MOTYT SLeakKars, npednIBaTh, CIENOBaTh
TPaH3UTOM M NOKHAATS 'TEPPHTCPHIO roecylaperBa Apyroi CTOpOHB! 4depes
nro0nIe nymcrsx’nponycxa, OTKPHITEIE (IS MEXAYHAPOAHOTO MacCaskKUPCKOro
coobiyenns, colimonad IpY 3TOM 3aKOHE M NpaBuia rocyapcTaa
npuHrMaoweli CTopoHs:, peryiHpYrONiHe OPAROK BHE3Nd, OpeOLIBAHUA U

BSIC3a BHOCTDRHABIX IFPassTuy.




CTATbA 4
[TPABA. KOMIIETEHTEHY

1. KomnieTeHTHEIE OpFraHnl 1'0CYZapcTBa Kaxmo CTOpPOHBI COXPaHSAIOT
IpaBO OTKA3aTk BO BBE3JAC HIA OI'PAHHAYMTE CpOK npe6m3am4x JIMLIaM,
OCBOGOXTEHHKM OT HEOBXOJHMOCTH NClyYeHHMss BH3BI HAa OCHOBAaHHH
HonoxeHuH Hactosmiero CorpamledHs, B COOTBETCTBMH € HAUMOHANHHBIM

3aKOHOAATCI/ILCTBOM rocyaapcTe CTOpOH.

2. I'paxcuane TOCYAapeTBa OJ(HOH Croponsi, AMeEIIIHe

JHIIOMAaTBUYCCKHE U cnyxeCHBIE TacnopTa, JOMKHBI cOBIIOAATh 3aKOHBI M
HpaBujia TPHHHMAOIIEro rocylapcrsa BO BpeMsi WX nOpebpBaHWA Ha
TEPPUTOPHH rOCyRapeTBa Apyr'oii CTOpoHE.

3. Croponsi GyAyT DHMCBMCHHO HHGOOPMHAPOBATE Apyr Japyra 1o
AMILTOMATHYECKUM KaHalaM O MOOHX MIMEHEHMAX B 3aKOHAX H HpaBmIax

CBOMX  FOCYNApCTB, PEryJMpyIOIBX MOPANOK BbE3[a, NpeCHBaHMs,

CICOOBAaHUA TPAH3UTOM M BhIC3I: HHOCTPAHHLIX Ipa¥XxaH.

CTATHA 5
BW3bI Ut COTPY JJHUKOB JUIIOMA TUUECKUX
MPEACTBUTEIILCTB U KOHCYJILCKUX YUPEXIEHUNA

I'paxmane  rocymapcrpa  KaxIolh CTopoHBI  —  BIagensusl
ACUCTBUTCILHEX THINIOMATHYECKUX H CITY)KeGHBIX MacoOpTOB, HAZHAYCHHEIE
Ha& MO/DKHOCTH B QHIUIOMATHUECKHE NPEACTABUTENBCTBR WIH KOHCYJIBCKUE
yqﬁem,uexmsl, PACTIOIOKSHNEIS Ha  TEpPHIOPUM  FOCYJApCTBA  JIpyrofi
Cropousl, piunoYas “UICHOB wx cemel (cynpyr/cynpyra, He COCTOALIME B
Gpake HepaGoTalomme nETH B BO3PACTE 0 25 fer, HAXOMAMIMECT Y HUX Ha

A OHABCHHH pOﬂH’I‘f’:ﬂﬂ), JOIKASBL HONYHHTE COCTDETCTBYIOMYIO BLE3AHYIO




| e
B3y B IUNIIOMATHYECKOM  NPCICTABUTENBCTBE HAM  KOHCYJIBCKOM

s

YUPEXKAECHHUH rocy apcTBa n;p Oﬁ?CToﬁé

110 BBe3 T,

CTATHA 6
ITPUOCTAHOBJIEHHME NEHUCTBHSA COrJIAIIIEHIS

I. TIpumenenue HacTosero COTNAMICHUS MOXKET GBITh IOMHOCTHIO HIIH
HaCTUIHO UPUOCTAaHOBISHO 0G0 u3 CropoH B uemax obecrneyeHus
HALlHOHAIBHOKH Ge3onacHocTd, OOMIECTBEHHOrO HOpAIKa HIH 3J0pPOBbSA
HAcCeneHus. |

2. O sBBelieHnuM 1u6o 06 orMene MEp, YHOMSHYTEIX B nyHkrte |
HacTosAme# cratsn, Jgpyras CTopona AoKHA ObBITH 3a6;1aroBpEMEHHO
YBCIOMJICHA IO AMINIOMATHYECKWM KaHANaM He MeHee 4eM 3a 72 (CeMbAECAT

JBa) yaca.

CTATBHA 7
OBPA3Iibl ¥ BBIJAYA [TACTIOPTOB U ITPOE3/THBIX
HJOKYMEHTOB

1. Croponsr B Tedenme 30 (Tpmanatn) adeidl nocae MOANTHCAHUS
HacTosero Cornamenus OOMEHSIOICS TIO JUINIOMATHYECKHM KAHAIaM
ofpasiiaMM JeHCTBYOMUX JAIOMATHIECKMX CHYy¥eOHBIX HNacnopToB,
a TaKKe HHQopMaHeii 0 NpoleAype X MCIIOIb308aHHA.

2. B chayyae BBENEHMS HOBEJX JIKIUIOMATHYECKMX H city>xe6GHBIX
Macriopros, a  TaiKe HIMEHEHMA CYLUECTBYIOWMX CTOpoHH  GyayT
HHGOPMHUPOBATH APYr APYra IGACBMEEHO 10 AULIOMATHUECKHM KaHaiam of
I9THX U3MCHCHUAX HE Ne3Hee ueM 3a 30 (Tpuanats) AHeH 10 YX BBENCHHA.

3. B cnyuae y"[paTm, XAISHUA AMH NOBPEXISHAN AHILIOMaTUYeCKOro
HITH 'chy)KeGHoro raciopra rpaxknaHuHa rocyaapcrsa onuodt CTOpOHEI Ha
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TCPPUTOPMH TOCyaapcTBa ApYroii CTopoum OH AOJDKEH He3aMeTHTEHbHO
NPOUHGOPMUPOBATE 06 3rOM KOMITETEHTHBIC OpraHsl MPHHHUMAIOLIEro
TOCYnapcTBa Yepes AunnoMarTaieckoe mpescTaBruIeNseTRO HJI KOHCYJIBCKOE
YPEKACHHE roCyAapcTBa CBOEH IPAXIAHCKCH NPUHAVIEKHOCTH, KOTOPOE B
COOTBETCTBHH c HALKOHAILHBIM 38KOHONATENBCTBOM BHIJIaeT
BEILLICYKa3aHHOMY Jmuy COOTLETCTBYIOY#H TOXYMEHT A/ BO3BPAIICHHS Ha

TEPPUTOPHIO CBOETO rOCYAAPCTBA.

CTATbHA 8
PABPEIEHUE CIIOPOB

JIroGrie pasHouTeHHs wiM CMOPEI, BOZHMKAIOUIME TNpPH NMpPUMEHEHHH
MONOXKEHUH  Hactosmero  Coriamens, Oynyr paspemartscs B
APYXECTBCHHOH MaHEpPe MOCPENCTBOM KOHCYNSTAINMH MM [EPEroBOPOB

Mexay CtopoHamu.

CTATbA 9 ;
AOHIONMHEHMA 1 UBSMEHEHU S

B cnyuae neobxomumcern B Hacrosiee (COrmamIeHuE Moryr GEITh
BHECCHBI HM3MCHEHHS U JIONOJIEEHUA 10 B3aUMHOMY IHCEMEHHOMY COrIAcUIO
Cropon. Takue m3meHenus u AOTCIHEHNS BCTYNAIOT B CHMIly B nopsAnxe,
NPEeAyCMOTPSHHOM B nka’re I Crarsu 10 HacTomuero Cornamuenus, u

COCT&BJISIPOT HCO’I‘B@M._IICM}'K) 2acTs Hacroauero Cornaigenmg.




CTATBS 10
BCTVYIUIEHME B CHNTY, (EVCTBHE U ITPEKPAILIEHUE
COT'JIAIHEHN A

l. Hacrosmee Cornamenye ReTyliaer 8 Cuiy uepes 30 (TpuauaTs) gHeid
CO [HA NONYICHHA MO JHINIOMAaTHYECKHM KAHAIAM IOCAESHEI0 MHCEMEHHOTO

YBEAOMIICHMA O  BHINOAHeHWh CTOPOHAM¥M  BHYTPUTrOCYHApCTBEHHBIX

Inpouneayp, ‘HCO6X0}.[HNH:[X AN SO BOTYINICHHUS B CHTY.

2. Hacrosamee Cornausenuc gelicrsyer v Tedenume S5 (naTH) et H
OPOJICBACTCH HA HOCASAVIOWNS T TRJICTHHE ITEPHOEL.

3. Hacrosuree Cornamenne Gyaet oCTaBarhca B cuile [0 TeX Nop, MoKa
He OY/JCT NPEKPAaIlleHo 11O EHAHHIO OXHOH u3 CTOpOH IyTeM HamnpaBjieHHs
Apyroii CTopOoHE MUCHMEHHOTO YECAOMHCHHS 0 JUMIOMATUUCCKAM KaHAIAM

He nosnHee 30 (TpuaLar) KHCH 10 NpeAnoaraeMoil AaThl NPEKPaIICHHS.

B  yaocroeepeans uero umxenb;mncaamnecn, 6yayun  IHOJOKHBIM
0o0pa3oM Ha TO YNOTHOMOYCHHEIMHE, HOATKCAIN HacTesmee CornalneHue.

Cosepureno B ropose MuHcxe 15 cenrabps 2011 roma B AByX
IKICMINAPAX, KOKABIHM 18 HHNOHE3HIICKOM, PYCCKOM M aurIuiiCKOM A3BIKaX,
OpUYEM BCE TEKCTH! SABNAIOTCH AayTEHTRYHLIMU. B clydae pacxosxaeHus B

TOJJIKOBAHHH LGPCHMYIOSCTRO HMECT TCKCT BA AHITTHUHCKOM H3LIKE.

3a Ilpapureiancrao - 3alipaBuTesibCcTBO

Pecny v Wagoncsns Pecnybnuku Benapych




MIHICTIPCTBA 3AMEJKHBIX CIIPAY
POCIIYEBJIKI BEJAPYCH

'CBE,E[‘-H:II_[b, HITO MMPI3IASHT POCITYBJIIKI BEJIAPYCH
YIIAVHABAXGBIY

AJIEMHIKA CSIPTESI ®EJAPABIYA,

HAMECHIKA MIHICTPA 3AMEXHbBIX CIIPAY
PACHYBJIIKI BEJIAPYCb,

HA TIPABSII3EHHE TIEPATABOPAY IIA TPAEKTY INATAIHEHHA
MAMDK YPAIIAM POCIYBIIKI BEJAPYCH I YPAIIAM POCITYBJIKI
THIAHD3IS AB AJIIMEHE  BI3 it VIAJAJIBHIKAY

IBITJIAMATBIYHBIX 1 CJIYXXBOBBIX TIAIIIAPTOV I MANMCAHHE
NAJIBEHAT A TTAT AJTHEHHSL

r. MiHcK
7% Bepacusa 2011

Minictp
SamexHbIX Crj

3a HayanbHika
lanoyuara JlarasopHa-IIpasaBora
VYnpayneHHs



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON

VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of indonesia and the Government of the Republic of
Belarus hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to promote further development of friendly bilateral relations and cooperation
between the two countries,

Expressing their readiness to facilitate mutual travels of nationals of the two countries
holding diplomatic, official/service passports,

Pursuant to the laws and regulations of the respective countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

indonesian nationals, who are the holders of valid diplomatic or service passports,
shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the
Republic of Belarus for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date
of entry (may not be extended).

Belarusian nationals, who are the holders of valid diplomatic or official passports,
shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the
Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the
date of entry (may not be extended).




ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of diplomatic or official/service passport validity of nationals of the state of

either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the state
of the other Party.

ARTICLE 3
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of the state of one Party entitled to visa exemption under the provision of Article
1 of this Agreement may enter, stay, transit through and leave the territory of the state of
the other Party at any border crossing points open for international traffic, provided that
they respect the laws and regulations of the state of the respective Party, governing the
procedures of entry, travel, stay and exit of foreigners.

ARTICLE 4
RIGHTS OF AUTHORITIES

The competent authorities of the state of the Parties shall reserve the rights to refuse
the entry or terminate the stay of any person entitled to visa exemption under this
Agreement according to the national legislation of the states of the Parties.

Nationals of the state of one Party holding valid diplomatic or official/service passport
shall respect laws and regulations of the host state through the duration of their stay
in the territory of the state of the other Party.

The Parties shall inform each other in written through diplomatic channels regarding

any changes in their national laws and regulations governing the entry, transit, stay
and exit of foreigners.

ARTICLE 5
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSION

Nationals of the state of either Party who are the holders of valid diplomatic or
official/service passports and assigned as member of diplomatic mission or consular office
in the territory of the state of the other Party, including their family members (the term
family members refer to husband/wife, unmarried children under the age of 25 (twenty
five) years and unemployed and their dependent parents), shall be required to obtain
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appropriate entry visa from the diplomatic mission or consular office of the state of the
other Party prior to the entry. ‘

ARTICLE 6
SUSPENSION

The application of this Agreement may be provisionally suspended in whole or in part
by either Party for the reasons of national security, public order or public health.

The introduction, as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this
Article shall be duly informed through diplomatic channels to the other Party within no
less than 72 (seventy two) hours in advance.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after
signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and official/service
passports, as well as the information on the procedure or their use.

2. In case of introduction of new dipfomatic or official/service passports as well as
modifications of existing ones, the Parties shall inform each other, in written through

diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their
official introduction.

3. In case of nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or
official/service passports in the territory of the state of the other Party, they shail
immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic
mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or.
consular office concerned shall issue to the aforementioned persons in conformity

with the legislation of their state a document for returning to the state of his/her
nationality. i

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of this

Agreement shali be settied amicably through consultation or negotiation between the
Parties.




ARTICLE 9
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written
consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the

provision of paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and form an integral part of this
Agreement.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of the receipt of
the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic
channels that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by
their respective national legislation, have been fulfiled.

2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall be renewed
consecutively for further periods of 5 (five) years.

3. This Agreement shall remain in force, unless either Party decides to terminate this
Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30
(thirty) days prior to expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized, have signed this
Agreement.

Done in Minsk on this 15" day of September in the year of 2011, in two originals, each in
the Indanesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC QOF INDONESIA REPUBLIC OF BELARUS

{ -

Sergei Aleinik
Deputy Minister of Foreign Affairs




